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Monica Ayu Soraya Tonny Saputri, E0010232. 2014. TINJAUAN YURIDIS 
MENGENAI PENGATURAN HAK LINTAS DAMAI BAGI KAPAL 
PERANG DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (STUDI 
PERBANDINGAN DENGAN PENGATURAN HAK LINTAS DAMAI 
BAGI KAPAL PERANG DI KOREA SELATAN). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan dan 
implementasi hak lintas damai bagi kapal perang di Indonesia dan Korea Selatan 
beserta kekurangan dan kelebihannya dan menelaah implikasi pengaturan Alur 
Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) terhadap hak lintas damai bagi kapal perang di 
Indonesia. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif dan terapan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan 
komparatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum 
penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan teknis analisis bahan hukum 
menggunakan metode silogisme deduktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Korea Selatan telah 
mengatur dan mengimplementasikan hak lintas damai kedalam peraturan nasional. 
Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996  dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2002, sedangkan Korea Selatan diatur 
didalam Territorial Sea and Contiguous Zone Act Number 10524 Tahun 2011 dan 
Enforcement Decree of Territorial Sea and Contiguous Zone Act Presidential 
Decree Number 17803 Tahun 2002. Masing-masing peraturan memiliki 
kekurangan dan kelebihan, terutama berkaitan dengan notifikasi kapal perang. 
Hak lintas damai bagi kapal perang di ALKI ditetapkan berdasarkan PP Nomor 37 
Tahun 2002. 
Hal ini berarti bahwa ALKI berimplikasi kepada hak navigasi lain yang 
harus dijamin, bukan hanya hak lintas damai tetapi juga hak lintas alur laut 
kepulauan dan hak lintas transit. Terkait hak lintas damai kapal perang di ALKI 
dapat dilaksanakan hak lintas damai sehingga hak, kewajiban, dan peraturan-
peraturan hak lintas damai pada umumnya berlaku. Hak lintas damai bagi kapal 
perang berlaku di wilayah ALKI sehingga setiap hak, kewajiban dan aturan terkait 
hak tersebut mengikat kepada subjek yang ada. Kebutuhan Indonesia atas 
informasi terhadap kapal perang yang melintas di wilayah ALKI berkaitan dengan 
tipe hak lintas damai yang digunakan oleh kapal perang tersebut. Oleh karenanya, 
perlu adanya aturan yang jelas didalam peraturan nasional mengenai notifikasi 
kapal perang yang akan melintas di perairan Indonesia. 
 






Monica Ayu Soraya Tonny Saputri. E0010232. 2014. LEGAL REVIEW OF 
REGULATION ON RIGHT OF INNOCENT PASSAGE FOR WARSHIP IN 
INDONESIAN ARCHIPELAGIC SEA LANES (COMPARATIVE STUDY 
WITH THE REGULATION ON RIGHT OF INNOCENT PASSAGE FOR 
WARSHIP IN SOUTH KOREA). Faculty of Law. University of Sebelas Maret 
Surakarta. 
The purposes of this research are to describe the regulations on right of 
innocent passage for warship in Indonesia and South Korea including its 
weaknesses and benefits, also analyze the impact of regulation of Indonesian 
Archipelagic Sea Lanes (IASL) to right of innocent passage for warship in 
Indonesia. 
This research is involved into normative legal research that is prescriptive 
implemented using statute and comparative approach. This research consists of 
primary and secondary law materials. The technique of collecting law materials 
use library research and deductive syllogism method (as technique of legal 
analysis). 
The result shows that Indonesia and South Korea have been regulating 
and implementing right of innocent passage into their national regulations. 
Indonesia regulates it into Act Number 6 Year 1996 and Government Regulation 
Number 36 Year 2002, while in South Korea, it regulates into Territorial Sea and 
Contiguous Zone Act Number 10524 Year 2011 and Enforcement Decree of 
Territorial Sea and Contiguous Zone Act Presidential Decree Number 17803 Year 
2002. Each regulation has weaknesses and benefits, especially related to warship 
notification. Right of innocent passage of warship in IASL is stated based on 
Government Regulation Number 37 Year 2002. 
It means that IASL impacts to another navigation right that shall be 
provided, not only on right of innocent passage but also right of archipelagic sea-
lanes passage and right of transit passage. Right of innocent passage is 
applicable for warship in IASL, so that any rights, obligations, and right of 
innocent passage are bound its subject. Indonesia needs of information upon the 
warship where passes through IASL related to type of right passage using by the 
warship. Therefore, there should be clear regulation in national provisions 
regarding warship notification where employs IASL. 
 









Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau  
menjadi bijak di masa depan 
-Amsal  19:20- 
 
If you want to your dreams come true, don’t sleep ! 
-Yiddish Proverb- 
 
Why worry ? if you’ve done the very best you can, worrying won’t 
make it better 
-Walt Disney- 
 
Ini dunia bukan surga, kau tak harus terlihat sempurna 
-Donald Duck- 
 
Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat 
bagi orang lain 
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